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RINGKASAN

Mekanisme Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Dwi Andini Putri, 140903101022;
2017: 82 Halaman + xvi Halaman; Program Studi Diploma Il Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Rl No. 34
Tahun 2000 perubahan Undang-Undang Rl No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Pajak Retribusi dan berubahan terakhir Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imblan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola
oleh pemerintah daerah baik oleh provinsi atau pun pemerintah kabupaten/kota
untuk menunjang pendapatan asli daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah khususnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota adalah

pajak restoran.

Mekanisme penetapan dan verifikasi pajak restoran memiliki tahapan-
tahapan dalam pelaksanaannya. Diawali dengan pembuatan NPWPD (Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi Wajib Pajak baru. Jika sudah mempunyai
NPWPD Wajib Pajak dapat langsung melaporkan omset atau pendapatan yang
diperoleh dengan mengisi SPTPD-Restoran. Lalu dilakukan penginputan data
oleh petugas, setelah itu barulah dilakukan penetapan pajak yang kemudian
diverifikasi datanya apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
selanjutnya diterbitkanlah nomor SKP (Surat Ketetapan Pajak). Barulah Wajib
Pajak dapat membayar pajak terutang yang sudah ditetapkan tersebut ke Bank

atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
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Permasalahan yang sering terjadi dalam hal penetapan dan verifikasi pajak
restoran masih ada wajib pajak yang berbuat tidak jujur dengan melaporkan omset
yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa pengusaha
restoran yang baru memulai usaha dan belum mendaftarkan diri menjadi wajib

pajak restoran.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang
berkembang dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi agar terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sgahtera bagi rakyatnya
sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini
pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat pesat adalah dibidang perpajakan,
yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara. Sesual
dengan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh badan baik milik negara atau
milik swasta dikenakan pajak. Orang pribadi yang memiliki upah diatas minimum
jugatidak luput kena pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara
Perpagjakan, Pgjak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daam rangka penyelenggaran pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah provinsi dan daerah provins terdiri atas
daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunya hak dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,
penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah
secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara umum, pajak yang belaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi
Pajak Pusat dan Pgjak Daerah. Pgjak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
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Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak —
Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pgak yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/K ota

berdasarkan Otonomi Daerah.

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: 1. Pajak
Penghasilan (PPh); 2. Pgjak Pertambahan Nilai (PPN); 3. Pgak Penjuaan atas
Barang Mewah (PPnBM); 4. Bea Materal. Sedangkan Pgjak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah baik Propins maupun Kabupaten/K ota antara lain meliputi: 1.
Pajak Propins antara lain: a. Pgjak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; c. Pgjak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pgak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pgjak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak
Hotel; b. Pgak Restoran; c. Pgak Hiburan; d. Pgak Reklame;, e. Pgak
Penerangan Jalan; f. Pgak Pengambilan Bahan Galiian Golongan C; g. Pgak
Parkir.

Pajak daerah merupakan ha yang sangat penting bagi Penerimaan Adli
Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi akan sangat
membantu dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. Jika wajib
paa tidak melakunan pembayaran terhadap pajaknya maka akan menjadi
penghambat pereknomian daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah
Kabupaten Jember menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur
pemerintahannya. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Jember
adalah kebijakan di bidang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
didominasi pada sector paak. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan
kewenangan dan tanggung jawab kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember untuk mengelola sumber Pendapatan Adli Daerah khususnya pajak dan
retribusi daerah. Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
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tentang Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pgjak Restoran, Pgjak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pgjak Parkir, Pgjak Hiburan, Pgjak Air Bawah Tanah, Pgak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pgjak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan
Hak Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember
merupakan Pendapatan Adli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar
terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah kabupaten Jember menetapkan target
penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang
dimilikinya. Adapun target dan realisas penerimaan pajak daerah Kabupaten
Jember pada Tahun 2016 adal ah sebagal berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Target Redlisas Prosentase
No Jenis Pajak
(Rp) (Rp) (%)
1 Pajak Hotd 3.600.000.000 4.306.859.406 119,63
2 Pajak Restoran 8.300.000.000 9.385.696.860 113,08
3 Pajak Hiburan 1.200.000.000 1297595599 108,13
4 Pajak Reklame 5.250.000.000  4.167.462.283 79,38
5 ?aja‘:nk Penerangan  19550.000.000 53.832.340112 109,30
6  Pajak Parkir 450000000 501252460 11139
7 Pajak Air Tanah 500000000  619539.180 12301
Pajak Mineral
8 Bukan Logam dan 1.100.025.000 719.511.400 65,41
Batuan
9  PBB-P2 49.900.000.000 33.754.396.739 67.64
10 BPHTB 20.000.000.000 27.683.318.728 13842
11 Retribusi Daerah 36.230.745.366  36.024.234.501 99,41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017
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Daam data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah redlisasi dari setiap pajak
daerah yang diperoleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember berbeda-beda. Pajak
restoran merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Adli Daerah (PAD)
terbesar dari 11 (sebelas) jenis pajak yang ada di Kabupaten Jember. Dari data
tersebut bisa dilihat bahwa pencapaian dari pajak restoran pada tahun 2016 sudah
melampaui target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak restoran
cukup besar terhadap penerimaan kas daerah Kabupaten Jember. Dilihat dari
potensi penerimaan pajak restoran setigp tahunnya selalu meningkat dan dapat
memenuhi yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak restoran dalam kurun
waktu 4 Tahun terakhir adalah sebagai beikut:

Tabel 1.2 Target Dan Redlisas Penerimaan Pgak Restoran Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, dan 2016)

Target Redlisasi Prosentase
Tahun
(Rp) (Rp) (%)
2013 4.500.000.000 6.160.556.647 136,90
2014 5.500.000.000 7.557.470.425 137,41
2015 5.750.000.000 8.176.884.275 142,21
2016 8.300.000.000 9.385.696.869 113,08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2017

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah redlisasi dari setiap paak daerah
yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada
Pajak Restoran menyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang cukup banyak. Pada jumlah realisasi yang diperoleh Pgjak Restoran telah
melebihi target yang ditentukan. Maka dapat dismpulkan Pagak Restoran
merupakan pajak yang produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD)
jikadapat dioptimalisasi dengan baik.
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Daam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember terbagi menjadi beberapa bidang dan sub bidang. Yang pertama adalah
sekretariat bertugas mengkoordinasikan, menyusun dokumen perencanaan,
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan badan,
pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Badan. Yang kedua yaitu bidang pendataan dan pelayanan yang
bertugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data
objek/subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan tugas
lain yang diberikan olen Kepala Badan. Ketiga adalah bidang penetapan dan
verifikasi tugasnya yaitu melaksanakan perhitungan, penetapan, dan penerbitan
sarana pemungutan Pgjak dan Retribusi Daerah, pelaksanaan verifikasi atas
ketetapan Pagjak dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan. Keempat adalah bidang penagihan dan keberatan mempunya tugas
melaksanakan penagihan dan pertimbangan dalam penyelsaian permohonan
keberatan, pengurangan atas penetapan dan permasalahan Pgjak dan Retribusi
Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Yang kelima yaitu
bidang pembukuan dan pengendalian yang mempunya tugas melaksanakan
pengendalian operasiona pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Usaha untuk mengoptimalkan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dengan menggunakan dua tahapan cara yaitu melakukan
penetapan dan verifikasi. Guna dari tahap penetapan ini adalah untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan tarif yang
sudah ditetapkan dan untuk mencocokan data dalam SSPD-Pagjak Restoran dengan
data yang ada pada Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah atau SPTPD dan
dokumen pendukung yang menjadi persyaratan. Untuk meningkatkan kewajiban
wajib pgak dalam membayar pajak, dinas pendapatan daerah kabupaten Jember
menggunakan sistem verifikas lapangan (Verlap) dengan mencocokan data dalam
SSPD-Pgjak Restoran dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Adli Daerah (PAD) adalah
Pgak Restoran. Redlisasi pendapatan pgak restoran pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2016 sebesar Rp 9.385.696.869 dengan
prosentase 113,08 % dari target penerimaan sebesar Rp 8.300.000.000. Prosentase
pendapatan pagjak daerah dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi
dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100 %. Hal tersebut untuk
mengetahui besarnya kenaikan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi
peningkatan pendapatan daerah adalah banyaknya restoran-restoran baru yang
muncul di Kabupaten Jember sehingga semakin banyak jumlah WP restoran dan
memicu perputaran ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan pembahasan pgjak restoran
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember , tempat
penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Sehingga penulis memutuskan untuk
mengambil Pgak Restoran sebagai laporan tugas akhir dengan judul
“Mekanisme Penetapan dan Verifikas Pajak Restoran Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang
timbul adalah:

Bagaimana Mekanisme penetapan pajak restoran pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek KerjaNyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan
memahami mekanisme penetapan paak restoran.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Nyata adalah :
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a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang didapat pada waktu
kuliah dengan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan
diri selama Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember;

c. Menambah pengetahuan dan gambaran tentang mekanisme pajak restoran
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan
pendidikan Diploma lll Perpajakan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar —Dasar Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”
(Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut
pandang fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan
“paak adalah iuran kepada negar (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengel uaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang

menyel enggarakan pemerintahan” (Waluyo dan llyas, 2000:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri
khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

a. luran dari rakyat kepadanegara;

Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau
pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan peraturan;
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.

c. Tanpa jasa timbal balik atau prestas dari negara secara langsung dapat
ditunjuk;

d. Pgak digunakan untuk membiayai pengeluaranumum

Y akni pgjak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan
masyarakatnya dalam penyel enggarakan pemerintahan.
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Jadi, diatas dapat dissimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada
negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa

timbal balik secaralangsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungs Pgak
Terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair (sumber keuangan negara) dan
fungs regularend (pengatur) (Resmi,2014:3).

a.  Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan
berbagai jenis pajak, seperti:

1) Pgjak Penghasilan (PPh),

2) Pagjak Pertambahan Nilai (PPN),
3) Pagjak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)),
4) Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungs Reguleren, (pengatur)

Pagak mempunyai fungs pengatur, artinya pajak sebaga aat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi serta mencapal tujua-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
Beberapa contoh penerapan pajak sebaga sebagai fungsi pengatur adalah:

1) Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pagak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi
transaks jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka
tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal
harganya. Pengenaan paak ini dimaksudkan agar rakyat tidak
berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya

hidup mewah)
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2)

3)

4)

5)

6)

10

Tarif pgak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan
pendapatan.

Tarif pgak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat
memperbesar devisa negara.

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-
lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produk terhadap industri
tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau  polusi
(membahayakan kesehatan).

Pembebasan pgak penghasilan atas sisa hasil usaha koperas
dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pgjak

Proses pemungutan paak harus memperhatikan aturan-aturan yang

berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut

berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak.

Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

a.  Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan undang-undang dan hokum yang

berlaku. Pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan

penghasilan yang diperoleh wajib pagjak. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan

bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaanya adalah dengan memberikan hak bagi
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Wajib Pgjak untuk menggjukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengaj ukan banding kepada Mg elis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Y uridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku
sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan
pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal
23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan
keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan perekonomian
yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi dan distribusi.
Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pagjak harus dapat
ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya sehingga tidak memberatkan
masyarakat.

e. Sistem pemungutan pgak harus sederhana

Mardiasmo (2011;2) mengatakan bahwa sistem pemungutan yang
sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam
mel aksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pgjak

K ebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:
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a. AsasDomisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pgak atas seluruh
penghasilan Wajib Paak yang bertempat tinggal di wilayah teritoria
Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar

negeri terutama bagi Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pgjak,
Wajib Pgak selalu terikat oleh pajak terutang.

c. AsasKebangsaan

Pengenaan pajak seladu dihubungkan dengan kebangsaan suatu
Negara.

2.1.5 Pengelompokan Pgak

Pengelompokan paak meliputi beberapa kelompok yaitu menurut
golongan, menurut sifat, dan menurut pemungut dan pengelolannya, adalah
sebagai berikut:

a  Menurut golongan
1) Pgjak Langsung

Waluyo dan llyas (2000:8-9) Pajak Langsung adalah pagjak yang
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus
menjadi beban langsung Wajib Pgjak yang bersangkutan. Sebagai contoh
Pajak Penghasilan (PPh).
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2) Pgjak Tidak Langsung

Waluyo dan llyas (2000:9) Pgak tidak langsung adalah pajak yang
pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Sifat
Waluyo dan llyas (2000:9) menyatakan bahwa pembagian pajak
menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-
ciri prinsip, yaitu:
1) Pgjak Subjektif
Pgak subjektif adalah pajak yang berpangka atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Pgak ini
memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2) Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
Menurut pemungut dan pengelolanya
Wirawan dan Ilyas (2000:9) menyatakan bahwa lembaga

pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pagak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pgjak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), dan BeaMaterai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah, adalah pgjak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
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dan digunakan untuk membiaya rumah tanggadaerah. Pgjak daerah terdiri
dari:
a) Pagak Proving, terdiri atas:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor;

(2) Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
(3) Pajak Bea Balik Nama K endaraan Bermotor.

b) Pgak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:
(1) Pgjak Hotel;
(2) Pgjak Restoran;
(3) Pajak Hiburan;
(4) Pajak Reklame;
(5) Pajak Penerangan Jalan;
(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
(7) Pajak Parkir dan lain sebagainya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo dan lIlyas,
2000:10) yaitu sebagai berikut:
a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan paak yang memberi
wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang.

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut:
1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.
2) Wadgjib pajak bersifat pasif.

3) Utang paak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan paak oleh
fiskus.
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Contoh Official Assesment System adalah Pgjak Kendaraan Bermotor dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib paak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.

Ciri-ciri Self Assesment System adal ah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri;
2) Wajib Pgjak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang;
3) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Contoh Self Assesment System adalah Pgak Penghasilan (PPh), Paak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang
yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan atau bendaharawan.

2.1.7 Tarif Pgak

Tarif pgak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak
yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan paak terutang
menggunakan tarif pagjak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.
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Penetapan tarif pgak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat
dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Tjahjono dan Husein (2000:27) daam bukunya, tarif pajak
dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a Tarif Tetap

Tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar
pengenaan angka pajak.

Contoh:
Penetapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai:
1) Bea untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun dikenakan
Rp1000,00
2) Beauntuk surat kuasa/ perjanjian tarifnya Rp2.000,00
b. Tarif Proposional (Sebanding)

Tarif dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar
pengenaan pagak,dan pagak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai
dengan jumlah yang akan dikenakan. Semakain besar juga yang dipakai
sebagal dasar semakin besar pula jumlah pajaknya, tetapi kenaikan ini

diperoleh dengan presentase yang sama.

Contoh: penerapan di Indonesia misalnya pada tarif PPn sebesar 10% dan
PPh pasal 26 sebesar 20%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif dengan presentase yang semakin naik (meningkat) apabila
jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Tarif pajak
progressive dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1) Tarif progressive-proporsional
2) Tarif progressive-progresive

3) Tarif progressive-degresive
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Contoh: pasal 17 undang-undang pgak penghasilan untuk wajib pajak orang
pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pgjak

L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%
d. Tarif degresif

Tarif dengan presentaseyang semakin turun apabila jumlah yang menjadi
dasar pengenaan pgak meningkat (naik). Tarif pajak degresive dibagi
menjadi 3, yaitu:

1) Tarif degresive-proporsional

2) Tarif degresive-progresive

3) Tarif degresive-degresive

22 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

1. Wagjib Pgjak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpgakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpaj akan.

2. Subjek Pgjak adalah orang pribadi, atau badan atau kesatuan lainnya yang
memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.

3. Objek Pgjak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan
pajak.
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2.3  Pajak Daerah dan Retribus Daerah

2.3.1 Pengertian Pgjak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-
Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daeran dan Pgjak Retribusi dan
perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009);

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Psjak Daerah
a. Wajib Pgjak Dagrah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
perpgjakan daerah diwagjibkan untuk melakukan pembayaran pgak yang
terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pgjak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak Daerah.

c. Objek Psjak Daerah

Objek Pgak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.
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2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Purwanto dan Kurniawan (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan
pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pgjak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
b. Pgak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pgak yang dipungut oleh
pemerintah provins dan pemrintah kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam
pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1) Pgak provins, kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah proving,
sedangkan paak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada
pemerintah daerah kabupaten/kota.

2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak
provinsi selain itu objek paak kabupaten/kota masih dapat diperluas
berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas
objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 JenisPgjak Daerah

Jenis Pgjak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Retribusi:

a. JenisPgjak Provins terdiri atas:
1) Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2) BeaBalik NamaKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3) Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pgjak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok.
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b. Jenis Pgak Kabupaten/Kotaterdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pgjak Penerangan Jalan;

Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C);
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pgjak Sarang Burung Walet;

10) Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pgak Daerah

Tarif jenis pgak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar:

a. Pagak Provinsi:

1) Pgjak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;

2) BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;

4) Pgjak Air Permukaan 10%; dan
5) Pajak Rokok 10%.

b. Pgak Kabupaten/Kota

1) Pgjak Hotel 10%;

2) Pgjak Restoran 10%;

3) Pajak Hiburan 35%;

4) Pajak Reklame 25%;
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5) Pgjak Penerangan Jalan 10%;

6) Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) 25%;

7) Pajak Parkir 30%;

8) Pajak Air Tanah 20%;

9) Pgak Sarang Burung Walet 10%;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%; dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

24  Pajak Restoran

2.4.1 Dasar Hukum
Dasar Hukum Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

b. Peratuan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran meliputi jasa boga
atau catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran
adalah pgjak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang
dimaksud pagjak restoran ini kegiatan pemungutan pajak atas pelayanan fasilitas
yang disediakan oleh restoran.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak
a. Objek Pgak Restoran
Menurut Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun
2011 Objek Pgjak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjuaan
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makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi
di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran tidak dipungut pajak
apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan.

Berikut ini adalah beberapa objek pagak restoran menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Jember:
1) Rumah Makan;
2) Kafetarig;
3) Kantin;
4) Pujasera;
5) Warung Bar;
6) Jasa Boga/Katering;
7) Bakery; dan
8) Depot.
. Subjek Pgjak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah
orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran. Dalam hal ini yang akan terbebani oleh pemungutan pajak restoran

adalah pembeli atau konsumen makan dan/atau minuman.

. Wagjib Pgjak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, wajib pajak restoran adalah orang pribadi
atau badan yang mengusahakan restoran atau pengusaha restoran.
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2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak
1. Dasar Pengenaan Pgjak Restoran
Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pgjak Daerah, dasar pengenaan pajak restoran adalah
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
Daam ha nilai jumlah pembayaran jika tidak diketahui dan/atau dianggap
tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang
diterima oleh restoran.

2. Tarif Pgak Restoran

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pgjak Daerah, tarif pgak restoran ditetapkan sebesar
10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan Pgjak Restoran

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besaran pokok paak restoran yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan

paj ak.

Rumus pengenaan pajak restoran:

[ Pajak terutang = penghasilan bruto dalam sebulan x 10% ]

4. Pembayaran Pajak Restoran

Berdasarkan MoU yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Jember dengan Bank Jatim. Telah disepakati bahwa pembayaran pajak daerah
Kabupaten Jember dilakukan di Bank Jatim dengan dibuatnya rekening kas
daerah Kabupaten Jember di Bank Jatim.
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245 MasaPgak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran

1. Masa pgak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

2. Pgjak restoran yang terutang dalam masa pgjak terjadi pada saat pembayaran
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau segak
disampaikan SPTPD.

3. Dalam ha pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak
terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikannya
SPTPD.

25  Penetapan

Keputusan/Penetapan/K etetapan adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual, dan fina yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang dan badan hukum perdata. (http://rgs-opini-hukum.blogspot.co.id)

2.6  Verifikas
2.6.1 Pengertian

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban
subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pgak, berdasarkan
permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang
dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat
ketetapan pgak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Waib Pgak
dan/atau mengukuhkan/mencabut  pengukuhan  Pengusaha Kena  Pgjak.

(www.nusahati.com)
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262 Tujuan Verifikas

Direktur Jenderal Pgjak berwenang melakukan Verifikasi, dimana tujuan

verifikas tersebut adalah dalam rangka:

1
2.

menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

menghapuskan Nomor Pokok Wagjib Pajak secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wagjib Pgjak;

mengukuhkan Pengusaha K ena Pgjak secarajabatan;

mengukuhkan Pengusaha K ena Pgjak berdasarkan permohonan Wajib Pgjak;
mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak secarajabatan atau berdasarkan
permohonan Pengusaha K ena Pgjak; dan/atau

menerbitkan surat ketetapan pajak.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskrips Pelaksanaan Praktek KerjaNyata
3.1.1 Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan
oleh mahasiswa Program Studi Diploma Il Perpgjakan untuk menyusun laporan
PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi
tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) Program Studi Diplomalll Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-
iIlmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia
kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara maupun
perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang
bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa
tahap- tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang
harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi
persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri
tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpg akan;

2. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk
melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang

harusdipenuhi;

3. Mahasiswva membuat proposal pengaguan PKN pada fakultas. Setelah
disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan pada
instansi;

26
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4. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerakan surat pengantar dari fakultas.
Surat tersebut diperuntukan kepada Kepaa instans tersebut, di serahkan
kepada sekertaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN di instansi
tersebut;

5. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari
instans yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses
menjadi surat tugas oleh pihak fakultas,

6. Fakultas memberikan surat tugas yang beris nama-nama mahasiswa yang
melaksanakan PKN, serta tangga pelaksanaan PKN yang sudah
ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat
tugas untuk dosen supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada

instans yang dituju;

7. Mahasiswamulai melakukan kegiatan PKN padainstansi yang dituju.

3.1.2 Tempat Prektek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada
Bidang dua, yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi. (Bidang 2) Bertugas
melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pgjak Daerah / Retribusi
Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi
penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas. Bidang 2 Terdiri dari dua seks yaitu :

1. Seksi Penetapan dan Legalisasi
2. Seks Verifikasi

3.1.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
adalah membantu Bupati dadam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan

penggalian sumber dana di bidang pendapatan.
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Daam  melaksanakan kegiatan pokok tersebut Badan Pendapatan

Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang melipuiti:

o g~ w D PF

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan

Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum

Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan

Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan

Pengel olaan urusan ketatausahaan dinas

Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku

Membuna, mengelola, dan mengembangkan pasar

8. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya

10.

Menyel enggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar
Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi
masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Pendapatan Kabupaten Jember

mempunyai kewenangan antaralain:

1

N o ok~ 0D

0.

10.

Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di
bidang pendapatan

Melaksanakan teknis di bidang pendapatan

Mengal okasikan sumber daya manusia potensia

Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan

Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja

Menyel enggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan
peningkatan pendapatan Daerah

Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

M enetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan

Menyel enggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang
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pendapatan

11. Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah

12. Menyelenggarakan kualifikasi usahajasa

13. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan Daerah

14. Mengawas teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-
undangan bidang pendapatan Daerah

15. Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Struktur Organisasi Dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisas adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya
manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan
organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan,
organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.

Struktur organisas dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sgauh
mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk
mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur
organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh
pimpinan ( kepala dinas ), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian
masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten  Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana
wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi
dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak
memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang
kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017
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Deskripsi Jabatan:
1. KepalaDinas

Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu

mel aksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas -

tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis,

pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas — tugas

lainnya.

2. Sekretariat mempunyal fungsi:

a

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-
bidang,

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pertanggungjawaban keuangan,

Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana,

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaan, keuangan, gqji
pegawai dan inventaris,

Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan,

Menyiapkan datainformasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan
semua unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan,

Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pendapatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K epala Bagian Tata Usaha.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Melakukan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b) Pengelolaan tertib administras umum dan ketatausahaan;
c) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan
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menyiapkan sarana prasarana kantor;

M elaksanakan pelayanan administrasi pejalanan dinas;

Menyusun rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat
kantor dan barang inventaris;

Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana
prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

Melaksanakan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga;
Melaksanakan pengamanan terhadap barang inventaris dengan
memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
Menyimpan bahan untuk penghapusan barang;

Menyusun laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang
secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan
barang;

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan bazetting
pegawai;

Melaksanakan  seluruh  rencana  kebutuhan  pegawa  dan
menyel enggarakan tata usaha kepegawai an; dan

Menyusun | aporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

a)

b)

c)
d)

€)

f)

Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran,
baik anggaran belanjalangsung maupun tidak langsung,

Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
Badan Pendapatan Daerah,

Melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,

Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan
dan Pendapatan Adli Dagerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
Menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,

Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
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g) Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Badan
Pendapatan Daerah sebagal bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,

h) Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melakukan pengelolaan tata usaha keungan anggaran belanja langsung
dan belanjatidak langsung,

b) Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,

c) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,

d) Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,

€) Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi
serta biaya-biayalain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,

f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,

g) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pgjak daerah dan retribusi
daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),

h) Melakukan pembinaan administrasi keuangan,

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

a

Penyusunan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pagak dan
retribusi daerah;

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi
daerah;

Penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran data pagjak dan retribus
daerah;

Pel aksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
Penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pgak dan
retribusi daerah;

Pel aksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
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g. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan,

pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan,

pemutakhiran data dan penyuluhan data dan retribusi daerah;

I. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi padak dan retribusi daerah; dan

Penyusunan |aporan pertanggungj awaban atas pel aksanaan tugas.

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

a)

b)
c)

d)

€)

f)

¢))

h)

)

K)

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek paak
daerah;

pel aksanaan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah;

pelaksanaan penilaian objek pajak dan proses klarifikasi Nilai Jua
Objek Pajak (NJOP) PBB P2;

pel aksanaan pendataan zonanilai tanah (ZNT);

penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOP kepada Subjek Pajak
Daerah dan / atauWajib Pgjak Daerah;

pengumpulan data objek/subjek pgak dan /atau Wajib Pgak melaui
Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (SPOP);

pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan
SPOP/LSPOP yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak
atas kuasanya;

pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek pajak dengan keadaan
objek pajak di lapangan;

pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pgak Daerah
(NPWPD);

pel aksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan Daftar Induk
Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan
dan kebenaran data terpenuhi;

penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi
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daerah; dan

m) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

2) Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

a)
b)
c)

d)

f)

¢))

pel aksanaan pelayanan proses pembayaran pajak dan retribusi daerah;
fasilitas permohonan penyel esaian pembayaran pajak daerah;
pendistribusian permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah
ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;

penerimaan dokumen hasil perubahan data pajak daerah dari bidang
terkait untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;

pel aksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi
tentang pagjak dan retribusi daerah dalam lingkup badan maupun kepada
masyarakat/wajib pajak.;

pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait;
dan

penyusunan laporan pertanggungjawanban atas pel aksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

a)

b)

c)
d)

€)
f)
¢))

h)

penyusunan dan pengelolaan sistem informas pengelolaan data induk
wajib pajak daerah;

pengel olaan data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
perekaman dokumen perpajakan daerah;

pembentukan dan pemeliharaan basis data nilai objek pajak dalam
menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;

penyajian informasi data subjek dan objek pajak daerah;

pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah;

pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up
data pajak daerah;

pelayanan kalibrasi dan penilaian data objek pajak daerah;

pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan

teknologi informasi (IT) dan jaringan kantor; dan
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j) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

4. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

a

- o o 0

penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan
verifikasi;

perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penetapan
verifikasi;

perhitungan dan penetapan besaran nilai dan Retribusi Dagerah;

penerbitan sarana pemungutan pajak/retribusi daerah;
pengesahan/legalisasi objek paak dan benda berharga;

pelaksanaan verifikas administrasi dan/atau lapangan atas materi
penetapan pajak daerah; dan

penyusunan laporan pertanggungjawban atas pel asanaan tugas.

1) Sub Bidang Penetapan dan Legalisass mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak dan
retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai
dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;

b) pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah
terhutang;

c) pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemayaran/penyetoran
pajak atas permohonan wajib pajak;

d) pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan Pajak Daerah;

€) pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

f) penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya;

g) penyusunan daftar rekapitulas penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan
Daftar Himpunan K etetapan Pgjak (DHKP)

h) pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan dokumen lainnya yang

berkaitan dengan penetapan;
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i) pelaksanaan pengesahan/perforasi benda-benda berharga yang
dipergunakan sarana pemungutan pgjak dan retribusi daerah;

j) pembukuan dan pelaporan pelaksanaan legalisasi benda berharga;

K) pelaksanaan pengesahan/legalisasi atas objek pajak daerah;

[) pembukuan dan pelaporan pelaksanaan pengesahan/legalisasi objek
pajak daerah;

m) pembukuan dan pelaporan perubahan data objek/subjek dan/atau
ketetapan besaran nilai pajak; dan

n) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

2) Sub Bidang Verifikas mempunyai fungsi:

a) pelaksanaan verifikas kesesuaian data atas penetapan paak yang
dibayar dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;

b) pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap);

c) pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka memperoleh data
sebagal dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar
dalam hal wajib pgjak tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) sesual jangka waktu yang telah ditentukan;

d) pelaksanaan validasi pajak daerah;

€) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

a. penusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan,
pengurangan dan penyel esaian permasalahan pajak daerah;

b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penagihan
dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan
pajak daerah;

c. perumusan langkah-langkah dalam mengidentifikasi operasional
penagihan Pgjak Daerah dan Retribusi Dagerah;

d. pelaksanaan koordinasi penagihan pgjak dan retribusi daerah dengan UPT

dan instans terkait;
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pelaksanaan monitoring dan evaluas hasil penagihan pajak dan retribusi
daerah;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan
pajak daerah;

. pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pagjak daerah;

. penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah; dan

penyusunan laporan pertanggungj awaban atas pel aksanaan tugas.

1) Sub Bidang Penagihan mempunyal fungsi:

a) pendistribusian SPPT, SKPD, SKRD, STP dan surat ketetapan
lainnya;

b) penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan
piutang pajak dan retribusi daerah;

c) pelaksanaan koordinasi dengan instans terkait dalam rangka
pel aksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d) pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

€) pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pgjak dan retribusi daerah;

f) penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan piutang
pajak dan retribusi daerah;

h) pengauan permohonan penhapusan piutang pajak dan retribusi
daerah yang kadaluwarsa; dan

i) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi:
a) pemrosesan permohonan Kkeberatan dan pengurangan atas
penetapan pajak daerah;
b) pemrosesan penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan
atas penetapan pajak daerah;

c) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan
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keberatan, pengurangan, restitusi, pembetulan dan pembatalan atas
penetapan pajak;

d) penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas
penetapan pajak daerah;

€) pelaksanaan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan;

f) penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan
permohonan diterima atau ditol ak;

g) penyigpan pertimbangan keputusan menerima atau menolak
permohonan keberatan dan pengurangan;

h) penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagaian atau
seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan
pengurangan wajib pgak daerah berdasarkan pertimbangan
Laporan Hasil Penelitian;

i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan
pertimbangan keberatan dan pengurangan pajak daerah;

j) pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi,
serta pengembalian kel ebihan pembayaran pgjak daerah; dan

K) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

6. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a

b.

penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan
pembukuan dan pengendalian;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya;

pembukuan atas penetapan target dan redisas penerimaan PAD dan
pendapatan daerah lainnya;

pelaporan perkembangan redlisasi penerimaan PAD dan pendapatan
daerah lainnya;

pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak daerah;
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. pelaksanaan koordinas dengan satuan kerja terkait dalam rangka

monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah;

. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka

penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

pelaksanaan koordinasi pengumpulan data usulan rencana
penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dari instansi
terkait;

pelaksanaan pembukuan atas penetapan target dan redlisasi
penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

pengumpulan data realisas penerimaan PAD dan pendapatan
daerah lainnya dalam rangka pmbukuan dan pelaporan penerimaan;
pencatatan bukti setor dan/atau Surat Tanda Setor (STS)
penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

pelaksanaan koordinas terkait dengan kelengkapan dokumen/bukti
penyetoran/pelimpahan penerimaan PAD dan pendapatan daerah

lainnya;

penyimpan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil
paj ak/bukan pajak;

pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi

penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

pelaksanaan evaluas realisasi penerimaan PAD dan pendapatan
daerah lainnya sesual jadwal yang telah ditentukan;

penyusunan laporan target dan realisas PAD dan pendapatan
daerah lainnya

pel aksanaan pembukuan dan pelaporaan realisasi keuangan benda
berharga; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan.
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a) pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban

pajak dan retribusi daerah;

b) pengawasan pelaksanaan pemungutan pagjak dan retribusi daerah

dalam lingkup badan;
c) pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah;

d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah;
e) pelaksanaan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan paj
daerah;

ak

f) pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan perijinan

terkait dengan kewagjiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;

dan

h) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pel aksanaan tugas.

3.1.5 Waktu Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari
tanggal 13 Febuari 2017 sampal dengan 14 Maret 2017. Adapun kegiatan Praktek
Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember yaitu:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Jam Kerja (WIB)

Hari Jam Pagi \<tirahat Jam Siang
Senin-Kamis 07.00-12.00 12.00 — 13.00 13.00 —15.00
Jum’ at 07.00-11.00 11.00 —13.00 13.00 — 15.00
Sabtu dan Minggu Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017.
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3.2 RuangLingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.21 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata penulis ditempatkan di
Bidang Penetapan dan Verifikas (Bidang 2) pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan
judul “Mekanisme Penetapan dan Verifikass Pgak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Bidang verifikas bertugas untuk
memverifikas Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah (SPTPD) yang sudah divalidasi
dan sesuai dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pgjak. Di bidang penetapan
penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan Pgjak Daerah (SKPD) yang
sebelumnya telah diinput terlebih dahulu di sistem untuk mengetahui nomor kohir
atau nomor SKPD tersebut.

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek KerjaNyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Bapenda Kabupaten
Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari Jum’at diadakan
kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di
Badan Pendapatan Daerah K abupaten Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu _ - |
Pelaksanaan NeD Hasil Kegiatan
D 2 ®)
Minggu | 1. Menemui bu Siti di bagian TU 1  penulis dapat mengend
13Februari2017- s —(S-01C200 208 lingkungan kerja pada Badan

telah ditentukan. Penulis
ditempatkan pada Bidang
Penetapan dan Verifikas

, Pendapatan K abupaten Jember
17Februari 2107

2. Berkenadan dengan pegawa di
bidang 2 Bu Tita Fgar selaku

2. Perkenalan dan penjelasan dari _
kepaa Bidang Penetapan dan

kepala Bidang Penetapan dan et
Verifikas,



http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/�
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

43

€))

)

3

Verifikas dan penempatan ruang
bagi peserta PKN

Pemilahan DHKP SPPT PBB yang
baru selesai dicetak per-kecamatan
untuk selanjutnya dibendel di
percetakan.

Pemilahan SPPT PBB yg telah
dicetak yang selanjutnya akan

ditata dalam kardus per- kecamatan 4.

dan akan di kirim ke bidang 3.
Menyetempel SPPT PBB yang

pajak terutangnya > Rp 1.000.000 5. Dapat memahami prosedur

yang berisikan tanda tangan kepala

selaku Kasie Verifikas, Bu Mega
Wulandari selaku kasie penetapan

Mengetahui sistem kerja di bidang
penetapan dan verifikasi tentang
pencetakan dan pendistribusian
SPPT PBB yang nantinya akan tiba
di kantor kecamatan dan jatuh ke

tangan wajib pajak.

Mendapatkan arahan tentang
verifikass BPHTB dari  pak
Bambang

yang
dilakukan saat

Bapenda dan kop Bapenda. melakukan verifikasi berkas yang
6. Mempelgari tatacara yang digjukan wajib pajak untuk diteliti
dilakukan saat verifikas BPHTB kebenaran data
7  Mempelgari tatacara yang Dapat memahami  permasal ahan
dilakukan seat validas BPHTB  Y2ng dihadapi saat memverifikas
seta mengoreks berkas yang ~ UA@ Seperti permasdahan jual-
telah diverifikas setelah itu o Nibah, warls, APHB, lelang
pemberian nomor urut berkas 7. Dapat mengetahui langkah-langkah
berkas yang akan divalidas
sebelum di berikan kepada wajib
pajak
Minggu |1 1. Bertugas verifikass BPHTB 1. Dapat memahami permasalahan
2. Bertugas validas BPHTB serta  Ya@nd dihadapi saat memverifikas
20Februari2107-

24Februari 2107

mengoreksi berkas yang telah
diverifikas setelah itu pemberian

nomor urut berkas

2.

data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang.
Dapat mengetahui langkah-
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€))

)

3

Mempelgjari tatacara Pembuatan
data wajib pajak untuk keperluan

permohonan izin pemasangan

langkah berkas yang akan di
validasi sebelum di berikan kepada
wajib pajak

reklame . Dapat memahami cara penginputan
4. Pembuatan data wajib pajak data wajib pajak yang ingin
untuk keperluan permohonan izin melakukan pemasangan reklame.
pemasangan reklame . Dapat memahami paak yang
ditangani di bidang Penetapan dan
verifikasi pagjak reklame
Minggu 111 1. Bertugas verifikasi BPHTB 1. Dapat memahami
. 2. Bertugas vaidas BPHTB serta permasdahan yang - dihadapi
greoruan2ol” mengoreksi berkas yang telah di st memverifikes  daa
3Maret 2017

verifikas setelah itu pemberian
nomor urut berkas

Pembuatan data wajib pajak untuk

keperluan permohonan izin
pemasangan reklame

Mempelgjari tatacara  yang
dilakukan saat verifikas pajak
restoran

Mempelgjari tatacara yang
dilakukan saat penetapan pajak

restoran

Seperti permasalaha jual-bdli,
hibah, waris, APHB, lelang

2. Dapat mengetahui langkah-
langkah berkas yang akan di
validas sebelum di
kepada wajib pajak

berikan

3. Dapat memahami pgak yang
ditangani di bidang Penetapan
dan verifikas pajak reklame

4. Dapat memahami permasalahan
yang di hadapi saat
memverifikas datawajib pajak

restoran.
5. Dapat mengetahui langkah-
langkah  untuk  melakukan

penetapan pajak restoran
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€))

(2)

3)

Minggu IV 1. Bertugas verifikasi pajak restoran 1. Dapat memahami

2. Bertugas melakukan penetapan permasalahan yang dihadapi
O6Maret 2017 pajak restoran serta mengoreks seat memverifikasi data
10Maret 2017 berkas yang telah di verifikasi restoran.

3. Pembuatan data  wajib pajak 2. Dapat mengetahui langkah-
untuk keperluan permohonan izin langkah  untuk  melakukan
pemasangan reklame penetapan pajak restoran

4. Mempelgjari perundang-undangan 3. Dapat memahami pagjak yang
khusus topik yang akan di ambil ditangani di bidang Penetapan
untuk Laporan PKN dan mencari dan verifikasi pajak reklame
data tentang gambaran umum 4. Mengetahui dasar hukum
Badan  Pendapatan  Daerah perpajakan.

K abupaten Jember. 5. Memperoleh data tentang

5. Mempelgjari dan bertanya - tanya gambaran  umum  Dinas
tentang pajak yang dikelolah oleh Pendapatan Daerah Kabupaten
Badan Pendapatan daerah Jember sebagai bahan Laporan
K abupaten Jember PKN

Minggu V 1. Bertugas verifikas  pajak 1. Dapat memaham
restoran . :

13 Maret 2107 - permasalahan yang dihadapi

1aMere 2. Bertugas melakukan penetapan et memverifikas data
pajak restoran serta ¥ oran.
R e 2. Dapat mengetahui langkah-
el langkah untuk melakukan

3. Méengkapi data yang penetapan pajak restoran

diperlukan untuk laporan PKN

4. Perpisahan dengan para staf
pegawal bidang penetapan dan
verifikasi padadinas

3. Menambah kekurangan bahan
yang diperlukan sebagai
pembuatan laporan PKN
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1) ) 3)

pendapatan daerah kabupalen 4 Sglessi melaksanaka Praktek

jember KerjaNyata

5. Berterimakasih kepada kepala
bidang penetapan dan
verifikasi dan para pegawai

yang adadi bidang 2

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek KerjaNyata

Setelah melakukan PKN pada Bapenda Kabupaten Jember, Kegiatan
selanjutnyayaitu:

a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk dientry, setelah
itu memintafile untuk pengajuan dosen pembimbing;

b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk
membibing mengerjakan Laporan PKN;

c. Memintasurat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik;
dan

d. Membuat laporan PKN.

3.3 Jenisdan Sumber Data
3.3.1 JenisData

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah
data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat
menganalisis keterangan mengenal apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD-Restoran , SKPD pajak
restoran, rekapitulasi pendapatan restoran dan rekapitulasi jumlah restoran yang
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ada di Kabupaten Jember yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target
pajak restoran.

Dadam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan
menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang
dikumpulkan oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum
pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode
waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Kasie
Verifikas yaitu Bapak Yhoni Restian dan Kasie Penetapan yaitu Bu Mega
Wulandari. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga
menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain,
bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh
Badan Pendapatan Derah itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta
data tentang Target dan Redlisas Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 sampa dengan 31 Desember 2016 pada
Tabel 1.1 yang penulis ambil langsung dari bagian pendataan pada bidang 4
Badan Pendapatan Daerah K abupaten Jember.

3.3.2 Sumber data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
sebagai berikut :
a DataPrimer
Data yang diperoleh langsung dari Wajib Pagak dan fiskus. Penulis
mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada
Bidang Penetapan dan Verifikas (Bidang 2) lebih tepatnya dengan Kasie
Verifikas yaitu Bapak Y honi Restian dan Kasie Penetapan yaitu Bu Mega
Wulandari. Penulis juga mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember pada Bidang Bidang Pendataan dan Penyuluhan
(Bidang 1) dan pada bidang Pelayanan untuk meminta data pengambilan
berkas SSPD-Pgjak Restoran yang sudah di tetapkan dan di verifikas oleh
tim di bidang penetapan dan verifikasi.
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b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung
data primer. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet.

M etode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek

KerjaNyataini adalah :

a Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, observas sebelumnya dan referens yang berhubungan dengan
Laporan Tugas Akhir ini. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang
berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan Khususnya tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Dearah serta Sumber-sumber lainnya.

. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis
dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala
yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati
dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk
mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnyaterjadi di lapangan.

. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap
narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini
penulis juga melakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung
dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan

mengenai penetapan dan verifikasi pajak restoran.
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5.1

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik

kesimpulan dalam Mekanisme Penetapan dan Verifikas Pgak Hotel pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1

5.2

Wagjib Pgjak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
yaitu pengusaha tempat makan.

Penetapan Pgjak Hotel dilaksanakan setelah Wajib Pgjak Restoran pengisian
SPTPD atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan
penuh.

Verifikas Pgak Restoran dilaksanakan untuk meneliti apakan sudah sesuai
dengan keadaan sebenarnya. Setelah pajak terutang ditetapkan oleh bagian
penetapan.

Penyetoran Pgjak Restoran yang terutang disetorkan oleh Wajib Pgjak pada
Bank persepsi atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dengan
membawa SKP sebagal bukti setor.

Petugas pendataan dan pelayanan menerima SKP bertanda lunas dari Wajib
Pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

Saran

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka saran yang bisa disampaikan
adalah:

1

Petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus berusaha
lebih keras untuk menghadapi Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan yang
ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi dalam

60
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meningkatkan PAD Kabupaten Jember agar pengusaha restoran berkenan
membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset restoran. Serta
adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak restoran agar para wajib pajak
jeradan tidak mengulangi lagi.

. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang khususnya pada
Bidang Penetapan dan Verifikas lebih giat dalam meminimalisir wajib pajak
yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran pada kas
daerah.

. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih sering
memberikan sosidlisas kepada calon wajib pajak baru tentang pentingnya
membayar pajak. Khususnya kepada pemilik usaha restoran yang baru dan

akan memulai usaha
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Lampiran A. Surat Permohonan Praktek KerjaNyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Kalimagtan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335386
Jember 68121 Email ; fisip@uncj.ac.id

Nomor : 149/UN25.1.2/5P/2017 11 Januari 2017
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
JI. Jawa No. 72
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi
Arrizqa Septianing D. 140903101002 Diploma III Perpajakan
Nila Sari 140903101020 Diploma Il Perpajakan
Dwi Andini Putri 140903101022 Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu} eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Himawan Bayu Patriadi, MA,, Ph.D.
9610828 199201 1 001 %
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Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ¥ 337112 JEMBER 68121
-

s

Jember, 20 Januari 2017

Nomor : 149/45 /35.09.413 /2017 Kepada

Sifat :  Penting Yth. Pembantu Dekan I

Lampiran : - Fakultas Iimu éosial dan Ilmu Politik
Perihal ¢ Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Iimu Sosial dan Iimu
Politik Universitas Jember Nomor 149/UN 25.1.2/SP/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No. 1'7 Nama ; NIM | Program Studi
1 Arrizqa Septianing D. ‘ 140903101002 | Diploma III Perpajakan
[72. [ Nila Sari | 140903101020 Diploma III Perpajakan
|- j Dwi Andini Putri \ 140903101022 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

NIP. 19640106 199703 1 004
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Lampiran C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

EKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG]
UNTVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalen Kaliranan 37 - Kangus Beni Tegalboio
Tedp, (03317 FI55ES - DE1042, Fax (0331 335586 Rembeer 6817
Email ; feg-diung i i

SURAT TUGAS
Momar: 437/UN25 1.2/5P/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 140065 73500 413 52017
tangzal 20 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan int Delan
Fakultas lmu Sozlal dan [lmu Politik Universitas Jomber menugaskan kepada mahasiswa

yang narmanya tercantum di bawah ini

[Ne|  NAMA [ NIM _ Progeam Studi |
1. | Arrizga Septianing I | 140903101002 Diploma 1 Parpajakan [
2. | Nila Sarl 140903101020 Diploma Il Perpajakan |
3, | Dwi Andinl Putri 140903101022 Diploma Il Perpajakan

Uriuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Rabupaten

leinber, mulai tanggal 13 Februari sd, 14 Maret 2017,

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

[ember, 31 Januari 2017

anDekan
5 Wakil Dekan I,

Dirs. Htmawa'n Mayw Patriadi, M., Ph.D,
MNIF 19610828 199201 1 001

Cesampaikan Kepada -

1. Kepala Hadam Fendaparas Dasrsh Eab, fsrriar
L Kaprodi Dépleri T Perpajakian

A Muhagiswh yarg Barzanghuzan
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Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi 'Ies,u!bolo h.lp (033 I]SJSSSG 331342

SURAT TUGAS
Nomor : 438/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas llmu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, S.E, M.E
NIP 1 198301012014042001
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk, [lI/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2017. Adapun nama-nama
mahasiswa sebagai berikut :

No NAMA NIM Program Studi E
: 1. | Arrizqa Septianing D. 140903101002 Diploma Il Perpajakan |
2. | Nila Sari 140903101020 Diploma Il Perpajakan ‘
3. | Dwi Andini Putri 140903101022 Diploma IlI Perpajakan ) ‘

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

an Dekan \
Wakil Dekan I,/

+

. r Z ‘lA - |

Y

1

Y
- |

i
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :
1. Dekan FISIP UNE] (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DII1 Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE]
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Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 862/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Il Perpajakan
Fakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

] PANGKAT/ - -
NO | NAMA GOLONEAN JABATAN | KETERANGAN |
1 | Yuslinda Dwi H, 5.50s, M.AB i Penata Muda Tk. | Asisten Ahli DPU |
NIP.197909192008122001 | 1Lb |
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Dwi Andini Putri
NIM : 140903101022
Program Studi ; D Ill Perpajakan
Judul : Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
itetapkan di Jembe
‘et 2017

%Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002
Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan

2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Perlinggal/{
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Lampiran F. Form Bimbingan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran G. Daftar Nilai

KEMENTERIAN

69

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

). Kalimantan = Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121

Emal ~ sipuney@nelkomner Telp (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

[ g — =
| NO. INDIKATOR PENILAIAN WAL AL . .
, L [ ~ ANGKA HURLUF |
1 Penguasaan Materi Tugas 81 3
2 Kemampuan / Kerjasama | 80
3 | Etika ; & i
4 | Disipli N i . ]
______ I 1<;!plan el ¥R | . ) | a
NILAI RATA - RATA 1 3514
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : Dwi Andini Putri
NIM : 140903101022
Jurusan Almu Administrasi
Program Studi : Diploma [11 Perpajakan
Yang Menilai
Nama : Tita Fajar A
NIP : 19710704 199803 2 006
Jabatan : KepsiDpige ol Fenet pan & Verifilogi.
Instansi : BAQ aerah Kabupaten Jember
Tanda Tangan :f( \
"ATTNGS tH.SH, MM

PEDOMAN PENILAIAN :

[NO.| ANGKA | HURUF |  KRITERIA |

[ S BT | Sangat Baik .
z | 70-79 | B Baik
3 | 60-69 C_ | CukupBak |
4 50-59 | D |  KurangBaik |
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Lampiran H. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Tempat KK ‘BIDANG & (PENETAPAN & VERIFIKAR)
Asal Univ, : FsP /udEd
NO NAMA TANGGAL paGT s1anG i
2 IIN | SAKIT| TK
T [ OUL ANDIMI PUTRY 12 Feg Son W ﬁ(f«
W — |
TR e | [ [ 7]
o — k[ W
17_—n — | Gu
)+ (79 /e uA >
> —— 23
2 —w— ﬁﬁ Py
22 —r— (e
ey o
3 o= [ |
(@0 +(@¢) L /8u R -
o —— | |
& — [ df | G
6 MAR 2017 % G
02 —» — %—
o8 —— | (M
@) + @ i _li18vr~
o —— | R | G
o —+— | P | gt
B —v— | G | g
9 —— | g | oM
o_—-— | G | g
" 4-@ E=wjgan._ | _ | - 1o
B_—r= | g | P
b S ael g

' sembe, /3 FEBRUARI 2017

KA. SUB. BAG., UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

S

KHOIREN MURTAFIS, Sp
penato

MNIP. 19732161498 63/004
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Lampiran |. Surat Keterangan Selesa Magang

71

. 9 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
=5 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 * 337112 JEMBER 68121

Y

RAT KETERAN N

Nomor : 149/134 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 1 SUYANTO, SH

NIP 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO T NAMA NIM PROGRAM STUDI @
-_l = Arrizqa Septianing D. 140903101002 Diploma 111 Perpajakan l]
;'“2": Nila Sari 140903101020 Diploma III Perpajakan l
/ 3. | Dwi Andini Putr “‘

140903101022 Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember pada tanggal 13 FEbruari 2017 s/d 14 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Jember, 14Maret. 2017
An., KEPALA

Pembina
NIP, 19640106 199703 1 004
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Lampiran J. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera,
dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemernintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggarnan pemerintahan daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara;

bahwa pajak dacrah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak dacrah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huraf b,
huruf ¢, huruf d, hurof e, dan huruf f, perlu membenuk Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingal :
Pasal 5 avat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal
23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Perseyjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MF.I\;{IIJTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

72
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Lampiran K. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011

Menimbang

Mengingat :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

&'Lfk'(L
PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di
Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur  (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

1
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Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

(1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

(2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
atau sejak disampaikan SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan,

pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak
disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh Restoran.

Pasal 11
(1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

13
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dikansumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun
di tempat lain.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah
Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering,
bakery dan depot.

(4) Tidak termasuk obyzk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00
(tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran,

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 16

(1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

(2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran atau sejak disampaikan SPTPD.

14
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(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan

pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak
disampaikan SPTPD.

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

(1) Obyek pajak hiburan adalzh jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan,
binaraga;

kesenian rakyat;

. pameran;

- diskotik, karaoke dan klub malam;
sirkus, akrobat, dan sulap;

. permainan bilyar, golf dan bowling;

. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
lainnya;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat
kebugaran (Fitness center).

j- pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil.

(3) Tidak termasuk cobjek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan
dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

T@a - 0 o o

Pasal 19

(1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati
hiburan. .

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.

15
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